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Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Bahwadrlam rangka kebutuhan dan dalam rangka'pemulihan kembali kehidupan masyarakat dr'
pembangunan kembali di wilayah pascabincana Erupsi
Gunungapi Sinabung di Xrbupaten Karo telah ditetapkan
Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 rentang Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Erupsi
Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 20ig-
2019;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2o1g rentang
Rencana Rehabilitasi d*n Rekonstruksi pascaben."r"
Erupsi Gunungapi sinabung di Kabupaten Karo Tahun
20 1 8-20 l9telah habis masa berlakunya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf h perlu menetapkan peraturan
Bupatitentang Rencana Relra.bilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Erupsi Gunungapi sinabung di Kabupaten
Karo ?ahun 2A2A-2A23;

Undang-Uadang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalarn Lingkungan Daerah provinsi Sumatera utara
{Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun igso Nomor
58 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
1O92]';
Undang*Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 5, Tembahan Lembaran
Negara. Republik Indonesia Nomor a35S);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun ZAI4 tentang
Pemerintahan Daeratr {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 flomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indorffiia Nomor SSST) sebagaimana
telah diubah beber*F kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 20OB tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aB2el;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2A12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOt2
Nomor 5, ?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272|;

7. Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2org tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2AL9 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Repubfik Iadonesia Nomor 52721;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1B tentang
Pengadaan BaranglJasa Pernerintah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.OT /2AlT
tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Eadan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2414 Nomor 15531;

1 1. Peraturan Kepala BadanNasional Penangguiangan Bencana
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengk4jian
Kebutuhan Pascabencana;

12. Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana
Nomor 5 Tahun 201"2 tentang Pedoman Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana.

l3.Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun z}rc Nomor 05,
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

MENCtApKan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ERUPSI
GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO TAHUN
2A2A-2A23-

Pasal ...
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Pasal 1

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi
sinabung Kabupaten Karo Tahun 2a2o-2o23, merupakan acuan u.giPemerintah Daerah Kabupaten Karo serta pit.t y rrg terkait datam
kegiatanrehabilitasi dan rekonstruksi pasca b..r"arra Erupsi Gunungapi
Sinabung di Kabupaten Karo.

Pasal 2
Rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

sebagaimana
bagian tidak

Peraturan Bupati

Agar setiap orang
Bupati ini dengan

Diundangkan
pada tanggai

Pasal 3
ini mu-lai berlaku pad_a tanggat diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 2 A?r,l 2O2O

TERKELIN BRAHMANA

di Kabanjahe
? APBil 2O2A

SEKRE"T KABUPATEN KARO,

KAM RKELIN PLIftg6

BERITA DAERAH KABUPATEN KAROTAHUN 2O2A NOMOR 13

BUPATI KARO,
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2A2CI
TENTANG
PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSi PASCABENCANA
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI
KABUPATEN KARO TAHUN 2A2A-2A23

KA?A PENGANTAR

Dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat danpembangunan kembali pascabencana erupsi Gunungapi sinabung diKabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara diperlukan Rencana Rehabilitasidan Rekonstruksi pascaben"*** diwilayah ErupsiGunungsinabung.sesuai dengan undang-undang Nomor 14 ?ahun zCIoltentang Penanggulangan Beacana adalah merupakan tanggungjawab
Pemeriatah Dagrah terdampak, Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha,yang dalam pelaksanannya akan melibatkan pir*n berbagsi pihak yang
menyediakan sumber daya. Pelaksanaan Rehalilitasi dan Iekonstruksi diKabupaten Kars dikoordina*ikan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah {BPBD} Kabupaten Karo dan berkoordinasi den$n efrps ditingkatnasional serta BPBD prorrinsi sumatera utara ditingkatlrovinsi.

Untuk efekti{itas dan efesiensi pencapaian tujuan rehabilitasi danrekonstruksi pascabencana diwilayah erupsi Gunungsinabung yang akandilaksanakan oleh_berbagai pihak, maka- perlu disusun dan ditelapkansuatu dokumen Rencana yang didasarkan kepada hasil pengt<ajian
kebutuhan pasca bencana. Rencana tersebut mirupakan acuan dalarn
menyampaikan persepsi dan langkah peayelenggaraan rehabilitasi dan
rekonstruksi dari seluruh pihak yang terkait.

Sesuai dengan sifat Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah
pascabenca-rta, maka penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabeacana Erupsi GunungSinabungTahun 2040-2g23diwilayah
Kabupatea Karo ini dilakukan melalui suatu proses koordinasi pemerintah
Kabupaten Karo dengan Kementerian/Lernbaga dari sektor terdampak,
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana
Nasional {BNPB}. Koordinasi telah dilaksanakan **:"r. }ehksanaanpenilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana serta pengkajian
kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Narnun dernikian sebagaimana hainya suatu dokumen perencanaan,
maka Rencana terbuka untuk direvisi apabila dikemudian hari dinilai
perlu dilakukan penyesuaian dengan koadisi yang terkini demi pencapaian
tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah fascaben"* y*ng eiektil
efisien, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan y*rrg berlaku.

Akhir kata kami memberikan apresiasi daa mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besamya pada seluruh pihak yang teit<ait yang telah
memberikan bantuan dan fasilitasi d,emi tersusunnya dan ditetapkannya
Rencana ini.
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EISEI(ASAN EITSEITUTIF
RTI{CAIITA RETIABILITASI DAIT RENONSTRUKSI PASCABENCAIIA

ERUPSI GI'ITUflGAPI SIHABT'I,TG DI KAB. KARO
TAtru$ 2a2a_2s23

sesuai dengan undang-undang Nomor e4 Tahun zaor tentang
Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa penanggulangan Bencana
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah terdampak, pemerintah,
Masyarakat dan Dunia usaha.untuk itu telah ditetapkan Rencana Aksi
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di
Kabupaterr Karo Provinsi Surnatera Utara zst}-Zafi diJakarta tanggal 24 Juli
2015 c'leh Kepaia Baclan Nasional Penanggulangan Bencana {BNFBJ serta
Perubalan Kesatu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana
Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo provinsi Sumatera Utara 2076-
2al7 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 April 2arc oleh Kepaia Badan
Nasional Penanggulangan Bencana {BNPB}. Selanjutnya pada tanggal 30 Mei
2018 di Kabanjahe telah ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun
2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Erupsi
Gunungapi sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019.

Ditingkatkannya status Gunungapi Sinabung menjadi Awas disertai
dengan bertambahnya area yar:g harus dikosongkan dalam radius 7 km di sisi
tenggara dan seiatan dari puncak kawah Gunung Sinabung menyebabkan
jumlah pengungsi terus bertambah. Selain penanganan d,arurat bencana, telah
dilakukan penanganan pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi
terhadap warga yang direlokasi sesuai dengan rekomendasi pvMBG.

Rencana ini disusun sebagai tindak lanjut atas dokumen rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di
Kabupaten Karo, Provinsi Surnatera Utara yang telah d,isusun sebelumnya.
Penyusunan rencana aksi ini diperlukan rnengingat peningkatan aktivitas erupsi
Gunung Sinabung yang terus terjadi dan sampai saat ini masih dalam status
Siaga {level iII} serta mengakibatkan perluasan cakupan daerah terdampak
bencana.

Kerusakan yang diakibatkan erupsi Gunungapi Sinabung tersebut
berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas
sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di
wilayah terdampak bencana. Mengingat erupsi Gunungapi Sinabung sampai saat

Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascaben"*** o*p*i crrrrungapi Sinabung f.t rrr, 2o2o-2oz1
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ini masih terus berlangsung, maka penghitungan dampak erupsi secara pasti
suiit dihitung' Hasil perhitungan sementara kerusakan dan kerugian akibat
erupsi Gunungapi sinabung sejak september 2013 hingga Mei 2015 (sebelum
ditetapkan status Awas) diperkirakan Rp1,8o triliun, terdiri dari nilai kerusakan
sebesar Rp578,99 miliar dan nilai kerugian sebesar Rp1,23 triliun. Kerusakan
dan kerugian di sektor ekonomi produktif meliputi pertanian, perkebunan,
peternakan, perdagangan, parirrisata, perikanan, UKM, dan industri adalah yang
paling besar, yaitu lebih dari Rp1,14 triliun. sedangkan kerusakan dan kerugian
di sektor permukiman sebesar Rp505,9 miliar, infrastruktur Rp83,93miliar,
sosial Rp53,43 miliar, dan lintas sektor Rp18,26 miliar. Namun berdasarkan
kondisi terkini dari hasit k4iian dan penghitungan untuk pemenuhan kebutuhan
rehabilitasi dan rekonstuksi dibutukkan dana sebesar Rp1.473.999.g86. Tgo,-.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi dan
banjirlahar hujan Gunung sinabung direncanakan dalam tiga tahap, yaitu: (1)
Tahap I, relokasi dilakukan ke Siosar sebanyak 473 KK sudah selesai
dilaksanakan untuk 3 (tiga) desa terdampak yaitu Desa Bekerah, Simacem dan
Sukameriah. {2} Tahap kedua, dilakukan secara mandiri untuk 4 (empat) desa
yakni Desa Berastepu, Gurukinaya.n, Gamber dan Kutatonggal sebanyak 1.682
KK dan pemenuhan kebutuhan relokasi mandiri untuk 220 KK dan Sektor
Infrastruktur, Serta Sektor Sosial Ekonomi; dan(3) Tahap Ketiga pemenuhan
kebutuhan relokasi untuk 1.038 KK warga tiga desa dan satu dusun, yang
berasal dari Desa sigarang-garang 423 KK, Desa sukanalu Bg2 KK, Desa
Mardingding 263 KK dan Dusun lau kawar 20 KK.

Dari seluruh nilai kebutuhan, sektor permukiman dan sektor infrastruktur
merupakan hal prioritas, dengan rincian sebagai berikut :

1' Relokasi Tahap I {siosar} untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur, sektor sosial dan sektor ekonomi;

2' Relokasi Tahap II {Mandiri} untuk kebutuhan sektor permukirnan, sektor
infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektcr;

3' Relokasi Tahap III {siosar} untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;

4' Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur dan sektor ekonomi.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah
pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung berasal dari APBD, ApBD provinsi,
APBN K/L dan CSR. Mekanisme dan prosedur pend,anaan pemerintah dalam

Rencanra Rehatrilitasi dan Rekonstruksi Pasca.bencana E *p*i G".ungapi sir"f".tg f"hun 2O2O-2o23
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rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana mengikuti
mekanisme dan prosed,ur baku pend"anaan sebagaimana yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan serta aturan
pelaksanaaa yang terkait . dengan undang-undang dimaksud. Setiap
Kementeri an / l*mbaga sesuai dengan sharingnya akan langsung menyampaikan
bantuan pendanaannya kepada Pemerjntah Kabupaten terkait sesuai dengan
mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-
masing dan alokasi pendanaannya.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehahilitasi dan rekonstruksi sejak
perencanaan kegiatan termasuk identilikasi dan penghimpunan sumber
pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi,
pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik
yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau
pemerintah daerah sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan
rekonstruksi kepada program pernbangunan yang berkeianjutan pada daerah
tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perund.ang-
undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Pemantauan diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi
dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi
dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi
dan rekonstruksi.

Rencaaa Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung Tahun 2020-2025
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BAB I
PENDAHULUAII

1.1 Latar Belakang

Gunung Sinabung terletak di Dataran Tinggi Karo, Kabupaten Karo, Provinsi

Sumatera Utara, Indonesia merupakan gunung api strato dengan ketinggian

2.46A m dpl. Semenjak tahun 1605, Gunung Sinabung dalam kondisi stabil,

akan tetapi aktif kembali pada tahun 1975 -1976 dengan erupsi-erupsi kecil.

Setelah itu Erupsi pada tanggal 29 Agustus 2O10 terjadi erupsi cukup besar dan

status Gunung Sinabung naik menjadi tingkat IV Awas {level IV} serta

mengakiba,tkan sekitar 12.OOO jiwa menggungsi. Selain mengakibatkan ribuan
pengungsi, bencana erupsi Gunung Sinabung juga telah mengakibatkan

kerugian besar pada empat Kecamatan di Kabupaten Karo {Naman Teran,

Simpang Empat, Payung dan Tiganderket) khususnya di sektor pertanian

(ekonomi).

Sesuai dengan Surat Kepala Pusat Vulkanologi, Mitigasi Bencana dan

Geologi {PVMBG} Nomor J23A/45/BGL"V/2O14 tanggal B April 2014

merekomendasikan 3 desa yaitu Desa Sukameriah Kecamatan Payung, Desa

Simacem dan Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran yang harus direlokasi.

Pemerintah Kabupaten Karo Menetapkan Reiokasi Tahap I sebanyak 370 KK

penerima Hunian Tetap (Huntap) dan 473 penerima Lahan Usaha Tani {LUT} ke

Siosar dan telah selesai dilaksanakan menggunakan Dana Siap Pakai (DSP)

BNPB Tahun 2015 dan 2O16. Pada tahun 2018, untuk memenuhi tuntutan

masayarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Hunian Tetap

(Huntap) tambahan untuk 103 KK. Pada pelaksanaan Relokasi Tahap I ini masih

terdapat beberapa kebutuhan pada beberapa sektor Rehabilitasi dan

Rekonstruksi.

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Vu1kanologi, Mitigasi Bencana dan Geologi

{PVMBG} Nomor 2124/45/BGL.V/2015 tanggal 2 Juli 2015 merekomendasikan

Masyarakat yang tinggal diluar radius 3 Km dari kawah Gunung Sinabung yaitu

4 Desa yaitu Desa Gurukinayan Kecamatan Payung, Desa Kutatonggal

Kecamatan Namanteran, De*a Berastepu dan Desa Gamber Kecamatan Simpang

Empat. Pemerintah Kabupaten Karo bersama BNPB menetapkan Relokasi Tahap

II dilaksanakan dengan cara Relokasi Mandiri. Pada tahun 2OL6 Relokasi Tahap

II (Mandiri) sebanyak 1.682 KK telah selesai diiaksanakan tersebar di 2l
Hamparan Berkelompok dan 7 Mandiri Tersebar. Selanjutnya Pada tahun 2018,

dilaksanakan Relokasi Tahap II {Mandiri) t"anjutan sebanyak 22A KK dimana

Rencanra Rehabilitasi dan Rekoastnlksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung Tahua 2O2O-2O23 | I' I



saat ini sedang dalam tahap pelaksanaarl pembangunan huntap di sekitar g
Hamparan berkelompok dan tersebar. Pembangunan infrastruktur dasar
permukiman di Hamparan-hamparan Relokasi Tahap II (Mandiri) juga sudah
selesai dilaksanakan dengan beberapa kebutuhan hamparan yang belum
terpenuhi sepenuhnya.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2169/41/BGL.v /2015 Tanegal 0Z Juli
2015 Perihal Perkembangan tingkat aktivitas Level IV (Awas) Gunung Sinabung
sampai tanggal AT Juli 20 1 5 pukul 00:00-06:00 WIB direkomendasi untuk
masyarakat yang berada di dalam jarak kurang dari 4 km dan di luar sektor
Selatan-Tenggara dan Tenggara-Timur tetapi berada di dalam KRB III berpotensi
terkena hujan abu lebat dan lontaran material vulkanik, yaitu yang berada di
Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kaw,ar
Desa Kuta Gugung agar direlokasi ke lokasi yang aman; Pemerintah Kabupaten
Karo menetapkan Relokasi Tahap III kemba-li dilaksanakan ke Siosar sebanyak
1.038 KK dan dilaksanakan pada tahun ZAW.

Pada pelaksanaan relokasi tahap 1I {Mandiri} dan tahap III {Siosar} masih
terdapat permasalahan yaitu masyarakat yang berdomisili diluar Desa tetapi
memiliki aset {rumah dan atau lahan usaha tand di Dalam wilayah Desa yang
direlokasi, saat ini dalam tahap veri{ikasi dan belum mendapat penanganan
rehabilite,si dan rekonstruksi pascabencana.

Selain Penanganan Relokasi, Sesuai dengan Surat Kepala Badan
Geologidiatas, saat ini ada 5 {lima} Desa yang dievakuasi (Non Relokasi} dan
ditempatkan di hunian sernentara {Huntara} atau diberikan sewa rumah yaitu
Desa Tigapancur, Desa Jeraya, Desa Pintubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kuta
gugung sebanyak 1.078 HK. Mas1.a1'a6"1 dari 5 (lima) Desa ini jika status
Gunung Sinabung turun sudah dikembalikan ke desanya rnasing-masing
sehingga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana. Sementara itu desa-desa lain di Kabupaten Karo yang terdampak
Bencana Erupsi Gunung Sinabung terutama abu vulkanik dan lahar dingin di
sepanjang sungai 1au borus juga membutuhkan penanganan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana"

Kebutuh€rn rencana rehabilitasi dan rekonstruksi ini untuk penanganan
relokasi tahap I, reiokasi tahap II, relokasi tahap III, Evakuasi {Non Relokasi} dan
daerah terd"ampak dengan rincian sebagai berikut :

1. Relokasi Tahap I (siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur, sektor sasial dan sektor ekonomi;

Rencana Rehabilitasi dan Rekoastruksi Pascabeacana Erupsi Guaungapi SinabungTahur:. 2O}O-ZOZ3 | I - 2



2' Relokasi ?ahap II (Mandiri) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur, sektor sosial, seltor ekonomi dan lintas sektor;

3" Relokasi Tahap III (siosar) untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur, sektor sosial, sektor ekonomi dan lintas sektor;

4' Penanganan Evakuasi {Non Relokasi} untuk kebutuhan sektor permukiman,
sektor infrastruktur, sektor sosiar dan sektor ekonomi; dan

5' Penanganan Daerah Terdampak untuk kebutuhan sektor permukiman, sektor
infrastruktur dan sektor ekonorni.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat bencana Erupsi
Gunungapi sinabung dan Kebutuhan-kebutuhan relokasi yang telah
dilaksanakan, maka perlu penyesuaian terhadap dokumen perencanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi sinabung yang
telah disusun sebelurnnya berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 ?ahun
2018 Tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Erupsi
Gunungapi sinabung dikabupaten Karo Tahun z01g-201g.

L,2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunarr dokumen Rencana Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencama Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo
Tahun 2AZA - 2A2J adalah :

1' Memperbaharui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi
Gunung Sinabung sesuai dengan perkembangan yang ada.

2' Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
pascabencana erupsi Gr.rnungapi Sinabung yang disusun oleh pemerintah
KabupatenKaro dan dibahas bersama Pemerintah provinsi Sumatera Utara
dan Pemerintahpusat.

3. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan
{stakeholders) lainnya mengenai rencana pelaksanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak tedadi tumpang tindih kegiatan
rehabilitasi dan rekonstruksi.

4' Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber
APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan,
partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik {Goad Gouernance)"

Tujuan dari penyusunan dakumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 202A *
2a23 adalah sebagai dasar penganggaran bagi Pemerintah Daerah, pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk ambil bagian dalam pelaksanaan

Rencana Rehatrilitasi dan Rekonstruksi Pascabencan" nropGc"".*gapi sinatrung Tahun zazo-2o23 | I - 3



penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi
Sinabung di Kabupaten Karo.

1.8 Ruang Linghup

Secara umum Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
dilakukan per tahapan relokasi sesuai rekomendasi pvMBG agar dapat berjalan
dengan terarah dan terukur. Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi
meliputi :

1' Reiokasi Tahap I {siosar} untuk Desa Sukameriah, Desa Bekerah dan Desa
Simacem;

2' Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Desa ourukinayan, Desa Berastepu, Desa
Gamber dan Kutatonggal;

3' Relokasi Tahap III (Siosar) untuk Desa Sigarang-garang, Desa sukanalu, Desa
Mardingding dan Dusun la"u Kawar Desa Kutagugung;

4' Penanganan Non Reiokasi {Evakuasi} untuk Desa Tigapancur, Desa Jeraya,
Desa Piatubesi, Desa Kutatengah dan Desa Kutagugung;

5. Penanganan Daerah TerdampakuntukDesa Sukatepu, Desa Kutambelin, Desa
Gung Pinto, Desa Kebayaken, Desa Kutarayat, Desa sukandebi, Desa
Ndesketi, Desa Naman, Desa Batukarang, Desa payung, Desa cimbang, Desa
Rimo Kayu, Desa ujung payung, Desa selandi, Desa Beganding, Desa
Perteguhan, Desa Torong, Desa Susuk, Desa Sukatendel, Desa Tiganderket,
Desa Tanjung Merawa, Desa Gunung Merlawan, Desa Jandi Meriah, Desa
Kutambaru, Desa Perbaji, dan Desa Temburun serta Desa-desa lainnya di
Kabupaten Karo.

6. Relokasi Tahap II (Mandiri) untuk Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi
memiliki aset (rumah dan atau lahan usa-ha tani) di Dalam wilayah Desa
untuk Desa Gurukinayan, Desa Berastepu, Desa Gamber dan Kutatonggal;

7. Relokasi Tahap III (Siosar) Warga yang berdomisili di Luar Desa tapi memiliki
aset {rumah dan atau lahan usaha tani} di Dalam wilayah Desa untuk Desa
Sigarang-garang, Desa Sukanalu, Desa Mardingding dan Dusun Lau Kawar
Desa Kutagugung;

Beberapa aspek penangafian rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
meliputi :

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan
kesehatan, pelayanan pendidikan, partisipasi dan peran serta lembaga,
organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sasaran serta
perguruan tinggi;
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2' Aspek permukiman, terdiri dari relokasi, perbaikan prasarana lingkungan
daerah bencana dan daerah relokasi, pemherian bantuan perbaikan rumah
masyarakat serta pendampingan terhadap masyarakat yang direlokasi;

3' Aspek infrastruktur, terdiri dari perbaikan sarana prasarana umum,
pembangunan kembali saralla prasarana umum, peningkatan fungsi
pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

4' Aspek sosial, terdiri dari pemulihan konstruksi sosial, pemulihan kearifan
lokaldan tradisi masyarakat, pemulihan keagamaan dan pem6angkitan
kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

5. Aspek ekonomi, terdiri dari pemulihan ekonomi, peningkatan kondisi ekonomi,
mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, peternakan,
pariwisata, dan perdagangan;

6' Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan dan peningkatan
kegiatan yang meliputi tata pemerintahan, ketertiban, keamanan dan
keuangan.

L.4 Sistematlka Penulisan

Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi
Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Proyinsi Sumatera Utara Tahun ZA2A-
2023 terdiri dari enam bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, maksud dan tr{uan yang ingin
dicapai, ruang lingkup pembahasan, $erta sistematika penulisan;

2.F.ab II Kondisi Umum Wilayah dan Kejadian Bencana
Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum
kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geograli, demografi, sosial,
ekonomi, dan infrastruktur;

3. Bab III Review Kebutuhan pemutihan pascabencana

Bab ini menguraikan evaluasi dan kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi pascabencana yang terdiri dari peniiaian kerusakan dan
kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya
risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor,
yaitu permukiman, infrastrulctur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

4. Bab IV Prinsip dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi
rehabilitasi dan rekonstruksi;

5. Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
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Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme
pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,
kelembagaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan
pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

6. Bab W Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksimerupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih
harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap
pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunungapi
Sinabung.
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